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PUTUSAN
Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.TA
> A0, ™
@\:&"/ T — /'./'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di ...... ,  Kabupaten
Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
IRHASH RAMADHAN PUTRA , SH, RI'AYA NOVIA PUTRI,
SH,PUJIANTO, SHI, dan M. ALWI FACHRUDIN, SHI.
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jin. Mayang
No.7, Mangunarjo, Gandu, Mlarak, Ponorogo dengan domisili
elektronik pada alamat email riayanovia.putri92@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 November 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
2273/kuasa/11/2024 Tanggal 29 November 2024, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di ..... , Kabupaten Tulungagung,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 November 2024 telah

mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Tulungagung, Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 29 November

2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan ..... , Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, pada
tanggal 26 Februari 2022, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : ..... ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat
berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul
sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama di ..... , Kabupaten
Tulungagung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung
bahagia namun pada januari 2023 sering terjadi pertengkaran dan percek-
cokan terus menerus, yang mana disebabkan oleh:
- Tergugat kecanduan judi online dan mabuk &€“ mabukan;
- Tergugat tidak bertanggungjawab terkait nafkahnya kepada
Penggugat, karena selama ini gaji Tergugat yang bekerja serabutan
hanya habis dipakainya tanpa memikirkan nasib Penggugat;
6. Bahwa pada sekitar bulan juli 2023 Penggugat bekerja ke Papua
untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selama Penggugat berada di
Papua Tergugat tidak pernah menanyakan kabar Pengggugat bahkan
terdengar kabar jika Tergugat telah berselingkuh dengan tetangga mereka.
Hingga akhirnya pada Desember 2023 Penggugat pulang ke Tulungagung
dengan maksud menanyakan kebenarannya kepada Tergugat. Tergugat
mengakuinya dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian saja sebab
Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa selama bulan Desember tahun 2023 sampai saat ini
Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah
bersama di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung. Selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha untuk
memperbaiki hubungan atau menjenguk Penggugat hingga saat ini
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Penggugat menganggap bahwa rumah tangga mereka sudah tidak bisa di
pertahankan lagi dan perceraian sebagai solusinya;
8. Bahwa atas dasar kejadian diatas antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami
istri serta telah putus komunikasi sejak bulan Desember tahun 2023
sampai saat ini terhitung 1 tahun lamanya;
9. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada
namun karena Tergugat tidak berubah maka Penggugat tidak kuat
meskipun telah diupayakan perdamaian namun belum berhasil ;
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi
kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk
menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan
Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari
kesulitan yang lebih besar;
11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan
dipertahankan lagi;
12. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenubhi
alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1
tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga
Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cg Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara aquo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-

adilnya (ex aquo etbono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada IRHASH
RAMADHAN PUTRA , SH, RI'AYA NOVIA PUTRI, SH,PUJIANTO, SHI, dan M.
ALWI FACHRUDIN, SHI., Advokat berkantor di JIn. Mayang No.7, Mangunarjo,
Gandu, Mlarak, Ponorogo dengan domisili elektronik pada alamat emalil
riayanovia.putri92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01
November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat
formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan telah
kembali rukun dalam membina rumah tangganya atas pertanyaan Majelis
Hakim tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya

mohon penetapan;
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Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali
rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada
tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan

mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena
itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat

untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
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diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
2309/Pdt.G/2024/PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu
rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqgoddar, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat ;
Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Helman, M.H.
Hakim Anggota | Hakim Anggota |l
ttd ttd
Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Drs. H. Mugoddar, S.H.
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Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 20.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh
ribu rupiah)
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